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BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

a. bahwa dalam rangka meningkatkanyaeén kepada masyarakat di

1.

bidang perbankan, maka perlu melakukan penyertaaagiairdaerah
kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;

bahwa penyertaan modal berasal dari Anggaranddpatan dan
Belanja Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 200&gamnana
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerabh;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Rer&emerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daesatyertaan

modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembandraeah Bali

perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarkslich dalam huruf a
huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan &Raeentang
Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank PembanguaeralbBali;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958tey Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah TangkBali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembargafdeRepublik
Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaragafsd
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbaflk@mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Edrab Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telabati dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubgktas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbaflk@mbaran
Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran rilega
Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuard@agara
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Noma,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberatamn&egara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norbp
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No3tais)4

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Remdonesia



Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&ant®aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NofRb,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non#B7)4
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhigaerindang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke&las
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaaraba
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nob®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&v4)4

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahaarab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nod®s,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodi@)4

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persefeabatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nodf@s,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffta

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangydR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indorieshan 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslandomor
4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintdbaarah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kamfaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahamhazan
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@&8tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimata diebbah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59n&007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nob®iTahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 20868tahg
Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan iDBataedari
Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan TerlBaiasBank BPD
Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 6 SefNDmor 3 Tahun
2002);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 TahuB8 2fftang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kadu@adung
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 No@or
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN @DAL
DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Bupati adalah Bupati Badung.

3. BPD adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

4. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha datemyertakan modal
daerah pada suatu usaha bersama dengan Perseroan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang swlgajuisebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahaidgang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah damRDDPdan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah kepada BPD merupakaaya
meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efeldsitpemanfaatan sumber
daya yang ada/ dimiliki dalam rangka peningkatarek@nomian Daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada BPD bertujuan:untuk

a. meningkatkan kinerja BPD sehingga mampu mekdrerpelayanan
yang optimal kepada masyarakat; dan

b. meningkatkan pendapatan Asli Daerah melalndapatan deviden.

BAB Il
PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modaldh BPD dalam
bentuk surat berharga (saham).

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksda ggat (1) yang
telah disertakan sampai dengan tahun anggaran 2€dlfesar
Rp. 100.617.000.000,00 (seratus milyar enam ratjigh tbelas juta
rupiah), dengan rincian sebagaimana dimaksud dalaampiran
Peraturan Daerah ini.

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksuwth yat (2)
bersumber dari APBD.



Pasal 5

(1) Dalam hal diperlukan penambahan penyertaan modaha gu
perkembangan usaha dan investasi pada BPD, dilakukalalui
mekanime pembahasan APBD dan ditetapkan dalamupamaDaerah
tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

(2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksiad ayat (1)
dilakukan melalui mekanisme perencanaan denganasekin kajian
kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan kanategrah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan pemertenodal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengatuRen Bupati.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddfingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypelajmgan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaranaa€abupaten
Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 23 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

KOMPYANG R. SWANDIKA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

. UMUM

Dengan rangka peningkatan Pendapatan Asli DaeRALQ ) dipandang perlu
melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usakegidtan usaha yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disamping gkaian sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasia sefisien, konpetitif dan
menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian Badan Usaha / kegiatan usaha vyalagsahakan oleh
Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat mémbdwntribusi yang signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan besraarbdapat berfungsi sebagai salah
satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerabupdtan Badung.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimak$am &asal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloléamangan Daerah, yang
menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah dakpat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggardiet@an telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal daerianban, maka penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Badung kepada Badan Usahgiatde usaha harus ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
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